
LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

NOMOR :11 TAHUN 1989 SERI D NO:5

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH

NOMOR 23 TAHUN 1988

TENTANG

KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, 
SEKRETARIS DESA KEPALA KEPALA URUSAN 

DAN KEPALA KEPALA DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan penyelengga­
raan pemerintahan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu segera 
mengatur Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala 
Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala- 
kepala Dusun ;
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LDIBARAN DADAH 
PROPINSI DAERAH 11NGKAT I 

JAWATENGAH 

NOMOR :11 TAHUN 1989 SERI D N0:5 

PIIATIJIIAN IMIIWI PROPINSI DADAH TINGKA.T I 
. JAWA TENGAH 

NOMOI 23 TAHUN 1918 

TENTANG 

DDUDUUN DAN UOUDUKAN KEUANGAN KEPALA DISA. 
SEDETAJUS DESA. KEPALA KEPALA URUSAN 

DAN UPALA KE.PALA DI.SUN 

MNGA.N RAIIMAT nJHAN YANG MAHA ES.A 
GUBDNUll UPAIA DAEIWI TINGKAT I JAWA TENGAH 

Meldm•111 : a. babwa daJam rangta peningkalan pembinaan penyelenga .. 
man pemerintahan Desa dl Plopinsi Daerah Tqkat I Jawa 
Tenph secara bcrdaya guna dan bcmasil guna. pcrlu seaem 
...,....r Kedudubn dan Kcdudukan Keuanpn Kepala 
Desi. Setretaris Des&, Kepala-kepala Unasan dan Kepala­
tepala Dusun; 
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Mengingat

b. bahwa sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1979 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 
Tahun 1982, dipandang perlu menetapkan pengaturan ter­
sebut di atas dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah.

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-po­
kok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pemben­
tukan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-po­
kok Kepegawaian;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah­
an Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Peng­
angkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan men­
jadi Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 
tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 ten­
tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 
dan Perangkat Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 jo. 
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat l Jawa Tengah 
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pemilihan, Penge­
sahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pem­
berhentian Kepala Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 ten­
tang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan 
dan Pengawasannya;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 
Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan 
Pengeluaran Keuangan Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982 ten­
tang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, 
Sekretaris Desa. Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala 
Dusun.
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b. bahwa sesuai dengan Pasal 11 Undang•undang Nomor S 
Tahun 1979 jo .. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 
tahun 1982, dipandang pcrlu menetapkan pengaturan ter­
sebut di atas dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah 
Tangkat I Jawa Tengah. 

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-po­
kok Pemerintahan di Daerah ; 

2. Undang-undang Nomor IO Tahun 1950 tentang Pemben­
tukan Propinsi Jawa Tengah ; 

3. Undang•undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-po­
kok Kepegawaian ; 

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah­
an Desa; 

S. Peraturan Pemerintah Nomor SS Tahun 1980 tentang Peng­
angkatan Kepala Kelurahan dan Peran&!cat Kelurahan rnen­
jadi Pegawai Negeri Sipil ; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 TallUn 1974 
tentang Bentuk Peraturan Daerah ; 

7. Peraturan Menteri Oalam.Negeri Nomor I Tahun 1981 ten­
tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 
dan Per.mgkat Desa; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 jo. 
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Nomor 7 Tahun 1983 tenlang Tata Cara Pemilihan. Penge­
sahan. Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pem­
berhentian Kepala Desa ; 

9. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 ten­
tang Sumber Pcndapatan dan Kekayaan Oesa. Pengwusan 
dan Penpwas&Mya ; 

10. Peraturan Menteri Dalam Neaeri Nomor 3 Tamm 1982 
Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaandan 
Pengeluaran Keuangan Desa ; 

l l. Per.tturan Menteri Oalam Nq1eri Nomor 4 Tahun 1982 ten­
tang Kedudukan dan Kedudukan Keuanpn Kepala Desa. 
Sekretaris Oesa. K.epala-kepala Urusan dan Kepala-kepala 
Dusun. 
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Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH TENTANG KEDUDUKAN DAN KEDU­
DUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DE­
SA, KEPALA KEPALA URUSAN DAN KEPALA KEPALA 
DUSUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pual 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah;

b. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikotama­
dya Kepala Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

c. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang mengangkat dan mem­
berhentikan, yaitu Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas nama 
Gubernur Kepala Daerah untuk Kepala Desa, Bupati/Walikotamadya Kepala 
Daerah Tingkat II untuk Sekretaris Desa, Camat atas nama Bupati/Walikota- 
,adya Kepala Daerah Tingkat II untuk Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

d. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-ke­
pala Dusun di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

e. Penghasilan tetap adalah jumlah penghasilan yang sah dan diberikan secara 
teratur setiap bulan;

f. Anggaran Desa adalah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa 
yang merupakan rencana operasional tahunan Program Umum Pemerintahan 
dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka 
rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak 
mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Desa.
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Dengan persetlijuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah 
Tmgbt I Jawa Tenph. 

Meaetapbn 

MEMUTUSKAN: 

PERA1URAN DAERAH PROPINSI DAERAH 11NOKAT I 
JAWA lENOAH 1ENTANO ICBDUDUKAN DAN KEDU­
DUKAN KEUANOAN KEPALA DP.SA. SEICRETARIS DE­
SA. KEPALA ~PALA URUSAN DAN KEPALA KEPALA 
DUSUN. 

BAB I 

KETENl1JAN UMllM 
Pua] 1 

DalaJn Peratwan Daerah ini yang dimaksud deawm : 

a. Gubemur Kcpala Daerah adalah Gubemur KepaJa Daerah Tqtat I Jawa 
Tenph; 

b. Bupati/Walikotamadya Kepala Daenh Tmab,c II adaJah Bupali/Watikotama• 
dya Kepala Daerah Tmgkat II di Propinsi Daerab Tingkat I Jawa Tengah ; 

c. Pejabat yang berwenins adalah Pejabatyang betwenang menpngtac dan mem-­
berhentikan, yaitu Bupali/Walikotamadya Kepala Dacrah Tqkat II atas nama 
Oubemur Kepa1a Daemh untuk KcpaJa Desa, Bupati/Walitotamadya .Kepala 
Daerah Tangkat II untuk Sekretaris Desa, Carnal atas narna Bupati/Wallkola• 
.adya Kcpala Daerah Tqkat II untuk Kepala Urusan clan Kepala DusulL 

d. Peran&kat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala•bpala Urusan clan KepaJa.kc. 
pala Dusun di Propinsi Daerah Tmikat I Jawa Tengah ; 

e. Penghasilan tetap adaJatt jumlah pensf1asilan yang sah dan diberikan secara 
teratur setiap bulan ; 

f. Anggaran Desa adatah Angaran Penerimaan clan Pengeluaran Keuansan Desa 
yang merupuan rencana c,perasional tahunan Propam Umum Pemerinaahln 
clan Pembangunan Dcsa yang dijabarkan clan diteajemahkandalamangka-arwb 

- rupiah. disatu pihak mengandung pertiraan taqet penerimaan dan dilain pihak 
menpndq peltirun. batas teninggi pengeluamn Keuanpn Desa. 
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BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang diang­
kat oleh Pejabat yang berwenang yang menyelenggarakan Rumah Tangganya sen­
diri dan merupakan pelaksana tugas Pemerintahan dari Pemerintah maupun Pe­
merintah Daerah.

Pasal 3

(1) Pegawai Negeri yang dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa atau Pe­
rangkat Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya se­
lama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan statusnya 

sebagai Pegawai Negeri.

(2) Gaji dan penghasilan lainnya yang merupakan hak sebagai Pegawai Negeri di­
maksud ayat (1) Pasal ini, tetap dibayarkan oleh Instansi Induk.

(3) Pegawai Negeri yang terpilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa atau Pe­
rangkat Desa dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.

(4) Pegawai Negeri yang dipilih dan/atau diangkat meryadi Kepala Desa atau Pe­
rangkat Desa berhak mendapatkan kenaikan gqi berkala sesuai dengan per­
aturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Pegawai Negeri yang telah selesai tugasnya sebagai Kepala Desa atau Perang­
kat Desa, dikembalikan ke Instansi Induknya.

BAB 111
KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 4

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi penghasilan tetap setiap bulan dan 
penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berla­
ku.
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BAB II 
KEDUDUKAN 

Pasal 2 

Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang diang­
kat oleh Pcjabat yang berwenan& yang menyelerwgamkan Rumah Tanggany.1 sen­
diri dan merupakan pelaksana tups Pemerintahan dari Pemerintah maupun Pe­
merincah Daerah. 

Pual 3 

(l) Pegawai Negeri yang dipilih dan/atau diangkat meqadi Kq,ala Desa atau Pe­
rangkat Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabalan organiknya se­
lama meqjadi Kepala Desa aaau Perangkat Desa llnpa kehilangan statusnya 
sebagai Pcgawai Ncgeri. 

(2) Gaji don pcnghasilan laiMya yang merupabn hat scbagai Pegawai Negeri di­
maksud ayat ( 1) Pasal ini, tetap dibayarkan oleh lnstansi lnduk. 

(3) Pcgawai Negeri yang 1erpilih dan/alau diangkat meqiadi KepaJa Desa ·atau Pe­
rangkat Desa dapat dinaikkan pangutnya sesuai denpn perawran perundana­
undangan yang bcrlaku. 

( 4) Pegawai Negeri )'ang dipilih dan/arau diangkat mertjadi Kepala Desa atau Pe­
rangkat Desa bcrhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan pcr­
aturan perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Pegawai Negeri yang 1elah selesai tugasnya sebagaj Kepala Desa atau Perang­
kat Desa. dikembalikan ke lnstansi lnduknya. 

BAB Ill 
KEDUDUKANKEUANGAN 

Pasal 4 

Kep.tla Desa dan Perangkat Dcsa diberi penghasilan tctap setiap bulan dan 
pengl ,asilan la inn ya )'ang sah menurul peraturan perundang-undanpn yang berla­
ku. 
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Pasal 5

Penghasilan tetap setiap bulan dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini di­
bebankan kepada Anggaran Desa, yaitu bagi:

a. Kepala Desa sebesar....
b. Sekretaris Desa sebesar
c. Kepala Urusan sebesar.
d. Kepala Dusun sebesar..

Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu ripiahj/butan.
Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan.
Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiahj/bulan.
Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiahj/bulan.

Pasal 6

Pegawai Negeri yang dipilih dan/atau diangkat mergadi Kepala Desa atau 
Perangkat Desa diberi penghasilan tetap setiap bulannya yang dibebankan kepada 

Anggaran Desa, yaitu bagi:

a. Kepala Desa sebesar ..'.......
b. Sekretaris Desa sebesar.....

c. Kepala Urusan sebesar —
d. Kepala Dusun sebesar.......

Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiahj/buhn.
Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/bu- 

lan.
Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiahVbufan.
Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu nipiahybulan.

Pasal 7

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dimaksud 
Pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini dapat dipertimbangkan untuk diberikan setiap 
4 (empat) tahun sekali setinggi-tingginya sebesar 25% dari jumlah penghasilan 
tetap, sesuai dengan kemampuan Anggaran Desa.

Pasal g

Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Desa, 
Perangkat Desa dan keluarganya yang bukan berasal dari Pegawai Negeri dapat 
dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan kemampuan Anggaran Desa sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 5 

Penglwilan tetap setiap bulan dimaksud P..asal 4 Peraturan Daerah ini di­
bebankan kepada Anggaran Desa, yaitu bagi : 

a. Kepala Desa sebesatr .......... Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu ripiah)/bulan. 
b. Sekretaris Desa sebesar ..•.. Rp, 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)lbulan. 

c. Kepala Unasan sebesar ...... Rp. 40.000,00 (em)Nlt puJuh ribu rupiah)/bulan. 
d. Kepala Ousun scbesar ....... Rp, 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/bulan. 

Pasal 6 

Pegawai Negeri yang dipilih dan/ataLI diangkat meqadi Kepala Desa atau 
Per.tngkat Desa diberi penghasilan tetap scliap bulannya yang dibebankan kepada 
Angganm Desa, yaitu bagi : 

a. Kepala Desa sebesar .:....... Rp. 30.000,00 (liga puluh ribu rupiah)lbulan. 

b. Sekretaris Desa sebesar ..... Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/bu­
lan. 

c. Kepala Urusan sebesar •..... Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)lbulan. 

d. Kepala OUSlln sebesar ....... Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)lbulan. 

Pual 7 

Kenaikan penghasilan telap KepeJa Desa clan Pelangtat Desa dimaksud 
P..tsal S dan 6 Peratwan Daerah ini dapat dipe,tim~n untuk diberibn tatiap 

4 (empat) lahun sebU setingi-tinginya sebesar 25'111 dari jumlah pengbuilan 

tetap, sesuai dcngan kemampuan Angaran Dea 

Pasal I 

Biaya pemeriuun. penaobalandan pentw,tln taehalan bqi Kepala Dela. 
Pemngkat Desa dan teluarpnya yang bubn benllll dari Pqawai Neac,i dlpal 
dipenimbal~n untuk diberibn beldalarbn kcnwapuan AJaara11 Om muli · 
dengan per.aturan perundang-undarw,m yang bertatu. 
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Paml 9

(1) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa menpiarni kecelakaan <fi dalam dan 
sewaktu menjalankan tugas sebagai pgabat pemerintahan Desa sehingga untuk 
selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepada* 
nya dibelikan tunjangan kecelakaan sekaligus sebesar 2 (dua) kali penghasilan 
tetap.

(2) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa meninggal dunia di dalam dan se­
waktu menjalankan tugas sebagai pgabat pemerintahan Desa, maka kepadanya 
diberikan tunjangan kematian sekaligus sebesar 4 (empat) kali jumlah penghasil­
an tetap, dan diberikan kepada ahli warisnya yang berhak, disamping diberikan 
tunjangan gugur dari Pemerintah.

Pasal 10

(1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempu­
nyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 7 (liyuh) tahun di­
berikan penghargaan sekaligus sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mem­
punyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 9 (sembilan) tahun, 
diberikan penghargaan sekaligus sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap 
dan selebihnya untuk setiap tahun masa kerja diberikan penghargaan sebesar 
1/9 (satu per sembilan) dari jumlah penghasilan tetap.

(3) Pemberian penghargaan dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dengan memper­
hatikan kemampuan Anggaran Desa.

Pasal 11

(1) Biaya pengeluaran dimaksud Pasal 5,6, 7, S, 9 dan 10 Peraturan Daerah ini 
dibebankan kepada Anggaran Desa.

(2) Dalam rangka penyusunan Anggaran Desa dimaksud ayal (1) taal ini tidak 
menutup kemungkinan adanya subsidi pertimbangan keuangan dari Bemcrin- 
tahdan Pemerintah Daerah.
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(I) Apabila ~ DesaallU Peranpat Om. nxrrlnri 'rrcehh-1 .._dlll 
sewabu menjalanbn 1Ug1Sseblpipcilbltpanaimahm Desasellil_.untut 
selariuln,atidakdapatJllimenjalankantuaadln~natatet,ada­
nya dibefibn IUJVIIWID lrccelak11n sebliaus tebaar 2 (dua) tali pc:nghasilan 
telap. 

(2) Apabila Kcpala Dcsa atau Perangtat Dcsa mcailepl dunil di daJam dan se­
waktu mcrvaJanun eups sebqai pc;jabal pemcrinlahan Dell. mab kepadanya 
diberitantun;anpn kemalia,, sekllig,n cc11esar•(anpat) kalijumlah palghasil­
an tetap. clan d~kan kepada ahli warisn,a ,-g berhat. dislmpina diberibn 
tunjangan gugur dari Pemerinlah. 

Pual 10 

(I) Kepala Desa yang diberhentikan denpn hormal darijabatannya dan mempu­
nyai masa keija secara benurul-turut seturang-turuwnya 7 (tliub) tahun di­
berikan penghargaan sekaligus sebesar 2 (dua) tali jumlah pelllhuilan telllp. 

(2) Perangbt Desa yang diberhentibn denpn honnat darijaballnnya dan mem­
punyai masa kerja sccar.& benurut-turut seku~-kunp1g11ya 9 (sembilan) lahun. 
diberikan penghargaan setaljgus sebcsar 2 (dm) kalijumlah pcnghuilan tetap 
dan selcbihnya untu.k setiap lahun masa terja diberibn ~ sebes.tr 
1/9 (satu per sembiJan) darijumlah penghasilan tetap. · 

(3) Pemberian penghargaan dimaksud ayat (1) clan (2) Pasal ini dcngan memper­
hatikan kemampuan AJaaran Desa. 

PIIII. II 

(1) Biaya pengeluaran dimusud PIIII 5. 6. 7. 8. 9 clan JO Pealuran Daerah ini 
dibebankan kepada AfaUan Desa. 

(2) DaJarn rangta penyusunan Anglran Desa dimabud ayat (I) PUii ini tidak 
menutup tanungkinan adanya ~ perlimba,wan tc.,..... dari Pancrin­
lab din Paaailllall Dlllall. 
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Pasal 12

Ketentuan dimaksud Pasal 5, 6, 7, 8 dan 10 Peraturan Daerah ini dapat 
diberlakukan kepada Staf Perangkat Desa yang besarnya disesuaikan dengan ke­
mampuan Anggaran Desa.

BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 13

Pengaturan kembali penghargaan kepada para mantan Kepala Desa dan Pe­
rangkat Desa yang lelah diberikan sebelum peraturan Daerah ini dalam bentuk 
tanah pituwas, bengkok pensiun ^an istilah-istilah lain yang sejenis, dan pengaturan 
pemberian penghargaan kepada Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat 
yang mempunyai masa jabatan lebih dari 8 tahun, diserahkan kepada Gubernur 
Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah ini

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan 
lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang ber­
tentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak 
berlaku lagi.

Pasal U

Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Daerah Kedudukan dan Ke­
dudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa "dan mulai berlaku pada tanggal 
(ttundat^kan.
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Pual 11 

Kdentuan dimaksud Pasal s. 6. 7. 8 clan 10 Peraturan Daerah ini dapat 
diberlakukan kepada Stat Pemngkat Desa yang bcS8mya dilcsuaibn denpn ke­
mampuan Afaaran Desa. 

BAB IV 
KETENRJAN PEIWJHAN 

PualtJ 

Penpauran kembali pengharpan kepada para mantan Kepala Desa dan Pe­
raJWkat Desa yang relah diberikan sebelwn peraluran Daemh ini dalam bentult 
W\ab pituwas_ beagkok pensiun \Ian istilah-istilah lain yang sejenis, clan pengaturan 
pemberian penghaqaaq tcpada Kepala Desa yang diberhentiltan dengan hormat 
yang mcmpunyaj masa jabatan lcbih dari 8 tahun. diserahkan ltepada Gubemur 
K.epala Dacrah dengan memperhalikan kelenluan Pasal 10 Peraturan Daerah inL 

BAB V 
IETENl1JAN PENUl'UP ......... 

HaMlal )'8118 be.lurn diatur dala!n Peraturan Daerah ini akan ditelapkan 
lebih lujul oleh Gubemur l(epa)a Daerah leP8JVIUII menacnai pelaksanuMya. 

Pual 15 

Dawan bertakun)'a Paaturan Dacrah ini. ma.ta sanua ketentuan yang ber­
tentanpn clan allU tidat sesuai de,wan Peraluran Dauah ini dinyalakan lidak 
bedakullaL 

..... 16 

Pnturan Daerah ini dapatdisebut ·Paat1nn Dlerah Kaludubn clan~ 
dudubndan Kedudubn ICmalfllJI Kepala 0aa •c1an mulai balaku pada....., 
diundlapan. 

• 

8S 
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Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan peng­
undangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembara Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 30 Agustus 1988

DEWAN perwakilan RAKYAT daerah gubernur kepala daerah TINGKAT 1 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH JAWA TENGAH

KETUA

ttd. ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya, 
tanggal 16 Pebruari 1989 Nomor: 900.33 - 132.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah* Tingkat I 
Jawa Tengah Nomor: 11 tanggal, I April 1989

Seri : D No. : 5.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH 

Ymt.

ttd.

Drs. WALOEYO TJOKRODARMANTO
NIP. 010 014 956 

Pembantu Gubernur Jawa Tengah 
untuk Wilayah Semarang

86
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Apr supaya sctiap orang dapat menplahuinya memerintahkan pena­
undanpn Peratwan Daerah ini denpn penempatannya dalam Lembara Daerah 
Propinsi Daerah Tingbt I Jawa Tenph. 

5emarana.30Agustusl988 

DEWAN PERWAICILAN IW>."t'AT DAEJWI GUBERNUR Kf.PALA DAERAH TINGXAT 1 
PROPINSI DAERAH llNCiKAT I JAWA TF.NGAH JAWA TENGAH 

KEruA. 

ltd. Ud. 

Ir. SOEKORAHARDJO ISMAIL 

Oisahkan olch Mcnteri Dalam Negcri dengan Keputusannya. 
\anggal 16 Pebruari 1989 Nomor: 900.33 - l32. 

Diundangkan dalam Lembar,m Daerah Propinsi Dacrah, Tingkat I 
Jawa Tcngah Nomor : 11 tanggal, I April 1989 

86 

Seri : D No. : S. 

SEKRETARIS WILAYAH I DAERAH TINOKATI 
JAWATENGAH 

YmL 

ttd. 

Im. WALOEYO TJOKRODARMANTO 
NIP. 010 014 9S6 

Pembantu Gubcmur Jawa Tcngah 
untuk Wilayah Semarana 

• 
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

NOMOR : 23 TAHUN 1988

TENTANG

KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, 
SEKRETARIS DESA, KEPALA-KEPALA URUSAN

DAN KEPALA-KEPALA DUSUN

I. PENJELASAN UMUM.

Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan 
Desa ditetapkan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejum­
lah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di 
bawah Camat yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. 
Dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga tersebut, Kepala Desa, bagai­
manapun kondisi Desanya, merupakan penyelenggara dan penanggung jawab 
utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Kepala Desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajibannya dibantu 
oleh Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, para Kepala Urusan dan 

para Kepala Dusun sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan 
Desa diatur pula kemungkinan dipilih dan/atau diangkatnya seseorang yang ber­
asal dari Pegawai Negeri menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kedudukan Pegawai Negeri yang 
dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa hubungan­
nya apabila yang bersangkutan telah selesai menjalankan tugasnya sebagai Ke­
pala Desa atau Perangkat Desa diberlakukan ketentuan sesuai dengan Peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian karier seseorang Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat 
sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa jelas kedudukannya, dan diharapkan 
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PENJELASAN 
PERAllJRAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKATI 

JAWA TE.NOAH 

NOMOR: 23 TAHUN 1988 

TENTANG 

KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPAI.A DES.A., 
SEKRETARIS DES.A., KEPAI.A-KEPALA URUSAN 

DAN KEPALA-KEPALA DUSUN 

I. PENJELASAN UMUM. 

Di dalam Undang-undang Nomor S Tahun 1979 tcnlang Pemcrintahan 
Desa ditetapkan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditcmpati oleh sejum­
lah penduduk yang mempunyai organisasi pcmcrintahan terendah langsung di 
bawah Camat yang berhak mcnyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. 
Dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga tcrsebut., Kcpala Desa, bagai­
manapun kondisi Desanya, merupakan pcnyelenggara dan pcnanggung jawab 
utama di bidang pcmerintahan, pcmbangunan dan kemasyarakatan. 
Kepala Desa dalam menjalankan hak, wcwcnang dan kewajibaMya dibantu 
oleh Perangkat Desa yang terdiri dari Sckrelaris Desa, para Kepala Urusan dan 

para Kepala Dusun sesuai dengan Peraturan pcrundang-undamgan yang berlaku. 

Di dalam Undang-undang Nomor S Tahun 1979 tenlang Pemerintahan 
Desa diatur pula kemungkinan dipilih dan/atau diangkatnya scseorang yang ber­
asal dari Pegawai Negeri menjadi Kcpala Desa alau Perangkat Dcsa. 
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tcnlang kedudukan Pcgawai Ncgeri yang 
dipilih dan/alau diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Dcsa hubunpn­
nya apabila yang bersangkutan telah selesai menjalanka11 1ugasnya set.gai Kc­
pala Desa atau Pcrangkat Desa diberlakukan ketentuaP. sesuai dengan Pcraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Dengan demikian karier seseorang Pegawai Negeri yang dipilih atau diarwbt 
sebagai Kepala Desa atau Pcrangkat Dcsa jelas kedudukaMya, dan diharapkan 
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akan dapat mencurahkan tenaga dan pikirannya semaksimal mungkin dalam 
kedudukannya, dan diharapkan akan dapat mencurahkan tenaga dan pikirannya 
semaksimal mungkin dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa atau Perangkat 
Desa tersebut tanpa khawatir akan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

Agar tugas-tugas penyelenggaraan urusan rumah tangga sendiri suatu 
Desa dapat beijalan sebaik-baiknya, maka bagi Kepala Desa dan Perangkat 
Desa sebagai penanggung jawab dan pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, perlu adanya kepastian mengenai Kedudukan dan Kedudukan Keuangan­

nya.
Pendapatan Desa-desa di Jawa Tengah tidak sama, karena kondisinya 

yang berbeda-beda, ada Desa-desa yang cukup memiliki kekayaan Desa yang 
merupakan sumber pendapatan Desa, ada pula desa yang kurang memiliki 
kekayaan Desa sehingga pendapatannya relatip kedi. Oleh karena itu pemberian 
penghasilan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak sama. Hal ini di­
sebabkan pula karena belum adanya ketentuan di Jawa Tengah yang mengatur 
tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa secara seragam. 
Mengingat keadaan tersebut, perlu ada peraturan dan sekaligus keseragaman 
pemberian penghasilan tetap setiap bulannya dan penghasilan lainnya yang sah 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Kepala Desa dan 
Perangkat Desa. Dengan demikian penghasilan Kepala Desa dan Perangkat 
Desa. Dengan demikian penghasilan Kepala Desa dan Perangkatnya diharapkan 
akan terjamin dan seragam, walaupun realisasinya tergantung kemampuan De­
sanya masing-masing.

III. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 dan 2 Cukup jelas.

Pasal Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri dalam Pasal 
ini adalah Pegawai Negeri Sipil dan ABRI.

Pasal 4 dan 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Bagi Pegawai Negeri yang menjadi Kepala Desa/Pe- 
rangkat Desa tetap mempunyai hak dan kewajiban se­
bagaimana tertuang dalam Pasal 3. Apabila Pegawai 
Negeri tersebut dalam masa jabatannya sebagai Kepa-
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akan dapat mcncurahkan tcnap dan pikirannya scmatsimal mungkin dalam 
ltcdudukannya, dan diharapkan akan dapat mencurahbn tenaga dan piltirannya 
scmaksimal mungltin dalam kcdudultannya sebagai Kepala Desa 1tau Perangltat 
Desa tcrsebut tanpa khawatir akan kchilangan slalllsnya sebapi Pegawai Negeri. 

Agar tugas-tugas penyelcnggaraan wusan rumah tanaa sendiri sualu 
Desa dapat berjalan scbaik-baiknya. maka bagi Kepala Desa dan Perangkat 
Desa scbagai pcnanggungjawab dan pclaksana penyclenggaraan Pemerintahan 
Desa, pcrlu adanya kcpastian mengcnai Kcdudutan dan Kedudukan Keuangan­
nya. 

Pendapatan Dcsa-desa di Jawa Tcngah tidak smna, karena kondisinya 
yang bcrbeda-bcda.. ada Desa-desa yang wkup mcmiliki kekayaan Dcsa yang 
merupakan sumbcr pcndapatan Dcsa, ada pula desa yang kurang memilik.i 
kckayaan Dcsa schingga pendapatannya relatip kecil. Oleh karena itu pemberian 
pcnghasilan kcpada Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak sarna. Hal ini di­
scbabtan pula karena belum adanya kctentuan di Jawa Tengah yang mengatur 
tentang kcdudukan keuangan Kcpala Dcsa dan Pcrangkat Desa secara seragam. 
Mcngingat keadaan tcrsebut. pcrlu ada pcraturan dan sekaligus keseragaman 
pembcrian pcnghasilan tetap sctiap bulaMya dan pcnghasiJan laimya yang sah 
menurut peraturan pcrundang-undangan yang berlaku bagi Kepala Desa dan 
Pcrangkat Dcsa. Dengan dernikian penghasilan Kepala Desa dan Perangkat 
Dcsa. Dcngan demik.ian penghasilan Kcpala Desa dan Perangkatnya diharapkan 
akan tcrjamin dan scragam, walaupun reallsasinya tcrgantung kemampuan De­
sanya masing-masing. 

Ill. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. 

Pasal 1 dan 2 

Pasal 
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Pasal 4 dan S 

Pasal 6 

Culrup jelas. 

Yang dimaksud dcngan Pcgawai Negcri dalam Pasal 
ini adalah Pcgawai Negeri Sipil dan ABRI. 

Cutup jelas. 

Bagi Pegawai Negeri yang meajadi Kepala Desa/Pe­
rangkat Dcsa tctap mempunyai halt dan kewajiban se­
bagaimana tertuang dalam Pasal 3. Apabila Pegawai 
Negcri tcrscbut dalam masajabatannya scbagai Kepa-
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Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9 s/d 11

Pasal 12

Pasal 13 s/d 16

la Desa/Perangkat Desa pensiun, maka kedudukan 
keuangannya akan beralih menjadi kedudukan sebagai 
Kepala Desa/Perangkat Desa bukan Pegawai Negeri, 
sehingga berlaku sebagaimana disebut dalam Pasal 5 
dengan tetap memperhatikan kemampuan Anggaran 
Desa.

: Pasal ini dimaksbdkan untuk mendorong gairah dan 
prestasi ketja dengan upaya kenaikan penghasilan se­
suai dengan kemampuan Anggaran Desa yang ber­
sangkutan, dan maksimal kenaikan tersebut 25 % dari 
penghasilan akhir setiap 4 (empat) tahun sekali. 
Dengan pengertian bahwa untuk Jabatan Kepala Desa 
kenaikan ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali masa ja­
batan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku untuk masa jabatan yang kedua, kepada 
yang bersangkutan diperlakukan sebagai pejabat baru. 
Yang dimaksud dengan keluarga adalah isteri atau su­
ami dan paling banyak 3 (tiga) orang anak yang sah 
yang masih menjadi tanggungannya.

: Cukup jelas.

: Dengan Pasal ini dimaksudkan agar kepada Staf Per­
angkat Desa yaitu Pembantu Kepala Urusan dan 
Pembantu Kepala Dusun dapat diberikan penghasilan 
tetap setiap bulannya dan penghasilan lainnya yang 
sah sesuai dengan kemampuan Anggaran Desa.

: Cukup jelas.
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Pasal7 

Pasal 8 

Pasal 9 s/d 11 

Pasal 12 

Pasal 13 s/d 16 
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la Desa/Perangkat Desa pension, maka kedudukan 
keuangannya atan benilih mertjadi kedudutan sebagai 
Kepala Desa/Perangkat Desa bukan Pegawai Negeri, 
sehingga berlaku sebagaimana disebut dalam Pasal S 
dengan tetap memperhatikan kemampuan Anggaran 
Desa. 
Pasal ini dimaksbdkan untuk mendorong gairah tlan 
prestasi lterja dengan upaya ltenaikan penghasilan se­
suai dengan kemampuan Ansgaran Desa yang ber­

, sangkuran. dan maksimal kenaikan tersebut 25 'Mt dari 
penghasilan akhir seuap 4 (empat) lahun sekali. 
Dengan pengenian bahwa untuk Jabatan Kepala Desa 
kenaikan ini hanya berlaku untuk I (satu) kali masaja­
batan sesuai dengan ketentuan penmdang-undangan 
yang berlaku imluk masa jabatan yang kedua, kepada 
yang bersangkutan diperlatutan sebagai pejabat baru. 
Yang dimaksud dengan keluarga adalah isteri atau su­
ami dan paling banyak 3 (lip) orang anak yang sah 
yang masih mcruadi tanggunpnnya. 

Cukup jelas. 

Dengan Pasal ini dimaksudkan agar kepada Staf Per­
angkat Desa yaitu Pembantu Kepala Urusan dan 
Pembantu Kepala Ousun dapat diberikan penghasilan 
tetap setiap bulannya dan penghasilan lainnya yang 
sah sesuai dengan kemampuan Anggaran Desa. 

Cukupjclas. 
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